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WALIKOTA MAG ELANG,

EZ:\;":‘!en dalam rangka  meningkatkan  kualitas
it ggaraan pelayanan yang transparan, akuntabel,

ektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kota Magelang,
maka perlu diatur Standar Pelayanan Publik;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Standar
Pelayanan Publik Bidang Perizinan dan Non Perizinan di
lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

Undang-Undang Nomor 17  Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;

Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penggant Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 5004 tentang Pemerintahan Daerah

menjadi Undang-Undang;

turan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2093
::;rtzng Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Magelang,

peraturan Daerah K
tentang Susunan Org
Kota Magelang:

erah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2003
an Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

ota Magelang Nomor 5 Tahun 2003
anisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

peraturan Da

tentang Susun ‘
Daerah Kota Magelang;



Memperhatikan

Menetapkan :

Perat

tentang & 2780 Kota i

K20 SUsunan Ouaar. 0¢iang Nomor 7 Tahun 2003

ec:matan dan Keiurgzm"mdm Tata KG‘)I Perreerotat
Magetang

e

K
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KEP/25/M paN Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
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- K nstansi Pemerintah
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KEP/20/M PAN/04/2008 agunaan ;\paramr Negafa Nomor
Standar Pelayanan Pubiix. edoman Penyusunan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG STANDAR
PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN DAN NON

PERIZINAN DI LING
MAGELANG KUNGAN PEMERINTAH KOTA

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Magetang:

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang:
Walikota adalah Walikota Magelang:

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjuinya disingkat
SKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Magelang yang meliputi Sekretanat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah. Lembaga Teknis
Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan

5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat

Daerah Kota Magelang: _ _
6. Kelurahan adalah Wilayah Kena Lurah sebagai Perangkat

Kecamatan, _
Standar Pelayanan Publik adalah suatu tolok ukur yang

dipergunakan ~ sebagai pedoman penyeienggaraan

P G P b

elaya Publik
& B g Wmhﬂ'kehﬂhandasamdengm
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Maksud dan tu
Perizinan dan N
Magelang adalah

8. Untuk pedoma
dalam pelaksa
transparan, ak
Sebagal tolok

(1) Jenis-Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizina
diberikan oleh Pemerintah Kota Magelang di

L NN R e
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BAB I
MAKSUD DAN TuJUAN

Pasal 2

juan dj
o ;l:e;ﬁﬂka" Standar Pelayanan Publik Bidang
: Zinan di lingkungan Pemerintah Kota
!
t:abaigl obyek dan subyek pelayanan sehingga
he pelayanan dapat berjalan efektif, efisien,
nkabel dan tepat waktu:
ukur yang dipergunakan sebagai pedoman

penyelen
pelayanaag:;abgn pelayanan dan acuan penilaian kualitas
gai komitmen atau janji dari penyelenggard

pelayanan kepad '
yang berkualiﬁas'a masyarakat untuk memberikan pelayanan

BAB Il

JENIS DAN MEKANISME PELAYANAN PUBLIK

Pasal 3

n yang
Bidang

Kesehatan meliputi :

— Q0 20T
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Jenis-Jenis Pelay
rikan ©
Kependudukan dan

C.

Izin Rumah Bersalin;

|zin Balai Pengobatan;

Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak;

|zin Apotik;

|zin Optikal;

|zin Laboratorium Kesehatan Swasta;

zin Pedagang Eceran Obat;

Izin Depot Air Minum;

|zin Pemulasaraan Jenasah,

Izin  Praktek Bersama Dokter Umum/Dokter

Gigi/Dokter Spesialis; N
|Izin Praktek Perorangan Dokter Umum/Dokter Gigi/

Dokter Spesialis;

|zin Praktek Perorangan Bidan;

|zin Praktek Perorangan Perawat; N
|zin Praktek Sementara Dokter/Dokter Gigi;
|zin Kerja Apoteker!Asisten Aplotekerl; _

|zin Kerja Fisiotherapjst]T ekhniker Gigi;
|zin Kerja Refraksionis Optisien;

|zin Kerja Tukang C_Elgl'.

Izin pengobat Tradusuongl;

|zin Praktek Ahli Kecantikan;

i Kebugaran, o
:z: Izzlsaa;anan Embulance dan Evakuasi Pasien.
anan Perizinan dan Non Perizinan yang
leh pemerintah Kota Magelang di Bidang

Catatan Sipil meliputi :

Kartu Tanda penduduk;
Kartu Keluargd:
Biodata

T —



(3)

(4)

(©)

(6)

Q)

Akta Pengesaha'an Anak;
ta Pengangkatan Anak,

Jenis-Jeni
ibe?i I:l:r?ls lF’elay:aman Perizinan dan Non Perizinan yang
] Oleh  Pemerintah Kota Magelang di Bidang
< rian, Perdagangan dan Koperasi meliputi :
a urat 1zin Usaha Perda an '
. an (SIUP);
b. lzin Usaha Industri (IUI)g; it )
g. Tanda Daftar Industri (TDI));
e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
f
g

033 —c——~S@ =0 a

Tanda Daftar Gudang (TDG);
Lembaga Pembinaan Terpadu (LPT) Indag;

Penerbitan Surat Keputusan Pengesahan Anggaran
Dasar Koperasi.

Jt.enis‘-Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang
diberkan oleh Pemerintah Kota Magelang di Bidang
Pertanian meliputi :

a.  lzin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung;
b. Klinik Hewan;
¢. Rumah Pemotongan Hewan (RPH) :

1) Pelayanan Pemotongan Hewan;

2) Pemeriksaan Daging Ulang.

Jenis-Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang
diberikan oleh Pemerintah Kota Magelang di Bidang
Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah meliputi :

a. lzin Pemakaian Tempat Dasaran Kios atau Los;
b. Izin Daftar Ulang Pemakaian Tempat Dasaran Kios

atau Los;
c. lzin Pemindahan Pemakaian Tempat Dasaran Kios

atau Los; .
d. Retribusi Sewa Rumah Dinas.
Jenis-Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang
diberikan oleh Pemerintah Kota Magelang di Bidang
Pekerjaan Umum meliputi :

a. lzin Mendirikan Bangunan,

b. Balik Nama IMB; '
c. Surat |zin Usaha Jasa Konstruksi;

d. Sewa Alat-alat Berat.

Jenis-Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang

diberikan oleh Pemerintah Kota Magelang di Bidang

Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat meliputi :

a. Pendaftaran  Organisasi ~ Masyarakat,  LSM,
. Organisasi Profesi, Organisasi Politik;

b. Rekomendasi Penelitian; .
c. Rekomendasi Kegiatan/Keramaian.



(8)

©)
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JBniS-Jenis

, P

diberikan O‘ezlay; nan Perizinan dan Non Perizinan yand
emerintah Kota Mageland di Bidang

Perekonom
ia
meliputi : n dan Pengendalian Lingkungan Hidup

l;.lr; Gangguan;
elayanan Peﬁ d
Eemakaman Urmn?‘tan ks
em '
F’eneabsangan Lampu Penerangan jalan Umum,
. angan Pohon Turus Jalan;
Pemasangan Reklame, ‘
embongkaran Taman,
Pembuangan Sampabh.

Non Perizipan ‘yang

Jenis-Jenis Pelayanan Perizinan dan
Bidang

diberikan oleh P .
. emerintah Kota Magelan di
Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi:g :

g. :z‘!n Pemasangan Pengumuman Lowongan,
_lzin Operasional Bursa Kerja Khusus/
Surat Persetujuan Bursa Kerja Khusus,

Pgrpanjangan |zin Operasional BKK;
Izin Sementara Pendirian Lembaga Pelatihan

Kerja/LPK;

Pf_arpanjangan |zin Sementara LPK;
Izin tetap Lembaga pelatihan Kerja;
|zin Penambahan Program Pelatihan Kerja;
Rekomendasi |zin Praktek Kerja Sarjana Psikologi;

Rekomendasi izin Penggunaan Tenaga K

Rekomendasi
(PERWADA) Perusahaan Jasa
Indonesia (PJTKI);
K. Rekomendasi [zin Penyelenggaraan

Kesehatan kerja;
| lzin PemakaianK
Izin Rekomendasi

L

btk Rl

Pelayanan

etel Uap!Pesawat Uap;
Berita Acara Penelitian dan

Angkat dan Angkut;
iana Tekan/ Botol baja;
waktu istirahat,

o. lzin Penyimpangan wa

p- pemberian izin Kerja Malam Bagi Wanita.
Jenis-Jenis pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang
diberikan ol Pemerintah Kota Magelang di Bidang
Perhubungan meliputi :
a. pengujian Kendaraan germotor Baru,
b. pengujian Kendaraan Bermotor Berkala,
e Numpangd ji Kendaraan Luar Daerah;
d. pengajuan |zin Usaha Angkutan.
e. lzin Trayek, meliput! :
1) pengajuan . Trayek Baru,
2) Izin perubahan dan/atau Perpanjangan Masa
Berlaku Trayeki '
3) pengajuan Per_panja_ngan |zin Kartu Pengawasan,
4) Izin Trayek insidentil



(11)

(12)

(13)

Jenis-Jen,

: i S PQ

glberakan o|ehraya:n:” .PBrIzinan dan Non Perizinan yang
endidikan melipyt; - erintah Kota Magelang di Bidang

a. Permohg
n
Iue,emagn Plzln Penyelenggaraan ~ Kursus
Iselen (Pendidikan Luar Sekolah Yang
b Pelayanan pan-0\eh Masyaraka)
C. Pelayanan P:'“!nlaman Buku Perpustakaan Kantor,
minjaman Buku Perpustakaan Keliling.

JeniS-Je

diberikar? Eleiell’?rﬁg?i:t:heﬂﬁnan dan Non Perizinan yangd
i ota Magel i Bi lainnya

yang dilaksanakan Kecamatan meligzt??g d Bidang ’

a
b Pengantar Permohonan Izin Gangguan (HO),
. Pengantar Permon ' iri '

(IMB); onan Izin Mendirikan Bangunan

C.

iy :;Zggantar Permohonan Izin Usaha Perdagangan;

: Peng:m:: Pegﬁbugtan Kartu Keluarga (KK) Baru;

' embuatan KK

Pen bahes; Kartu Keluarga (KK)

f. Pengantar Pemisahan Kartu Keluarga (KK);
gengantar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

aru;

h. Pengar!tar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

_ Perpanjangan;

i.  Pengantar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Hilang/Rusak;

Pengantar Surat Keterangan Kelahiran;

Pengantar Surat Keterangan Kematian;

Pengantar Surat Keterangan Pindah;

Pengurusan Mutasi Biodata;

Pengurusan Kartu Keterangan Bertempat Tinggal

(KKBT);
Legalisasi Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran

Baru;
Legalisasi Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran

Terlambat;
Legalisasi Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran

Dispensasi; .
Pembuatan Dispensasi Perkawinan,
Pengantar Pembuatan SIM, SKCK, Surat Boro dan

lain-lain;

3 Surat Keterangan Waris.
Pengantar ~ Pembuatan Asuransi

 Legalisasi P
: Kegehatan bagi Keluarga Miskin (ASKESKIN).
v Legalisasi Pengantar Tambal Sulam Asuransi
' a Miskin (ASKESKIN).

esehatan bagi Keluarg
fegalisasi Pengantar Pembuatan Surat Keterangan

s3TaT

o

W.
Keringanan.

is-Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang

el pemerintah Kota Magelang di Bidang lainnya

diberikan oleh

yangd dilaksanakan Kelurahan meliputi :

mohonan zin Gangguan (HO);

tar Per Y "
a. FP’ ::g:gtar permohonan |zin Mendirikan Bangunan
gzﬂr?g);nta - Permohonan lzin Usaha Perdagangan;
e



o

Penganta
e I:’e"'ganta: FD'P'Qbuatan Kartu Keluarga (KK) Baru;
Perubahan: embuatan Kartu Keluargd (KK)
Penga ' :
Penga::\r l;em'saha" Kartu Keluarga (KK);
Baru: r Pembuatan Kartu Tanda penduduk (KTP)

Ei?ﬁ:ﬁ;“‘; Pembuatan Kartu Tanda penduduk (KTP)
Pen arjxt o
H"agg/Ri;:zmbuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
I;::gantar Surat Keterangan Kelahiran;

gantar Surat Keterangan Kematian;
Pengantar Surat Keterangan Pindah;
m. Pengurusan Pendaftaran Kedatangan;
Pengurusan Mutasi Biodata;
Pengurusan Kartu Keterangan Bertempat Tinggal
(KKBT);
Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran Baru;
Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran Terlambat;
Pengantar Pembuatan Akta Kelahiran Dispensasi;
Pengantar Pembuatan Akta Perkawinan/Numpang
Nikah/Dispensasi Nikah;
Pengantar Pembuatan Akta Perceraian;
Pengantar Pengajuan Pengurangan PBB;
Pengantar Pengajuan Keberatan PBB;
Pengantar Perubahan Data PBB;
Pengantar Permohonan Salinan (Duplikat) SPPT
PBB;
Pengantar Pembuatan SIM, SKCK, Surat Boro dan
lain-lain;

2 Surat Keterangan Waris ;
Pengantar Pembuatan Asuransi Kesehatan bagi

Keluarga Miskin (ASKESKIN).
ab. Pengantar Tambal Sulam Asuransi Kesehatan bagi

Keluarga Miskin (ASKESKIN).
Pengantar Pembuatan Surat Keterangan Keringanan.
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aa.

ac.
Pasal 4

Jenis, Prosedur, persyaratan, Sarana dan Prasarana, Biaya, dan
n Bidang Perizinan dan Non Perizinan di

Waktu, Pelayana
tah Kota Magelang adalah sebagaimana

lingkungan Pemerin ) la
ter?:antgm pada Lampiran peraturan Walikota ini dan merupakan
bagian yand tidak terpisahkan.

pPasal 5

Perizinan dan Non Perizinan yand diselenggarakan di lingkungan
pemerintah Kota Magelang sebagian  dilimpahkan
pengeiolaannya kepada Unit Penyelenggara Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan sebagian dilimpahkan kewenangannya kepada

Camat.



Pasal 6

Ketentuan jeni

; jenis Perizi

sebagaimana Pegal ‘glngn dan Non Perizinan yang dilimpahkan
diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB V
MEKANISME PENGADUAN

Pasal 7

(1) Masing-masi
in ,
menangani g. .Satuan Kerja Perangkat Daerah yand
perizinan dan no o y " etk
aduan dan saran n perizinan wajib memiliki kotd
(2) Setiap ad '
perbgkanudan dan saran harus ditindaklanjuti dalam pentuk
3) P an peningkatan pelayanan
enanganan pengaduan Pel et B >
dan Non Perizi elayanan Publik Bidang Perizinan
kepada U erizinan yang telah dilimpahkan pengelolaanny?
ot 'nlt penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu
i Pl. angani oleh unit tersebut.
d:za'zganan pgngaduan Pelayanan Publik Bidang Perizinan
P on Perizinan yang masih dikelola olen Satuan Kerja
erangkat Daerah ditangani oleh Satuan Kerja perangkat
Daerah tersebut.
(5) Penanganan pengaduan Pelayanan Publik Bidang Perizinan
dan Non Perizinan yang telah dilimpahkan pengelolaannya
kepada Kecamatan/Kelurahan ditangani oleh Kecamatan

dan Kelurahan.

(6) Hal-hal yang bersifat kebijakan dikoordinasikan dengan

instansi terkait yang dipimpin oleh Asisten Sekretaris Daerah
nan dimaksud.

yang membidangi perizinan dan non perizi

BAB VI
SANKSI

pPasal 8

elanggar Peraturan Walikota ini dapat

Bagi semua pihak yand m
kepada pemberi jayanan maupun

diberikan sanksi baik
penerima layanan.

pasal 9
1) Sanksl kepada petugas pemberi layanan didasarkan pada
peraturan Perundang-undangan yang perlaku.
(2) sanksi kepada penerima layanan dapat berupa
P ngembalian berkas permohonan untuk
disempumakan.
n.

penolakan jzin/non perizinan- N

peringantan untuk men hentikan aktivitas usaha.
n izin yand sudah diterbitkan.

i ayat (2) dikeluarkan oleh Satuan Kerja

g persangkutan.

B
d. Percabuta

(3) sanksi sebagal
F‘erangkat paerah yan



BAB viI|
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10
Sumber D .
Bidang Per?z¥r?anM§nUS|a yang menangani Pelayanan Publik
sesuai dengan Bﬁn Non Perizinan harus memiliﬁi kompetens!
ditanganinya, ang Perizinan dan Non Perizinan yand

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini,
sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih
lanjut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 12
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal #© NoJewbver Zooe

WALIKOTA MAGELANG

i 2

H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 21 November 2006.

Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 030

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2006 NOMOR 28

Seri E No. 22



